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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Sekretaris 

Kecamatan Pasirian dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Sekretaris Kecamatan 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 

Terfasilitasinya Dokumen 

Perencanaan, Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Persentase fasilitasi 

dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

100% 

2 
Terfasilitasinya Administrasi 

Keuangan Perangkat daerah 

Persentase fasilitasi 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

100% 

3 

Terfasilitasinya Administrasi 

Barang Milik daerah pada 

Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 

Administrasi Barang 

Milik Daerah 

Perangkat Daerah 

100% 

4 

 

TerfasilitasinyaAdministrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Persentase Fasilitasi 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

100% 

5 

TerfasilitasinyaPenyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Persentase fasilitasi 

penyediaan jasa 

penunjang operasional 

kantor 

100% 

6 

TerfasilitasinyaPemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase fasilitasi 

pemeliharaan Barang 

Milik Daerah  

100% 

 

  



2.2. Capaian Kinerja 

 Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Sekretaris Kecamatan adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan Pasirian 

Tribulan IITahun 2023 

No

. 
Sasaran Indikator Kinerja 

Targe

t 

Realisa

si 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Terfasilitasinya 

Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 

dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

100% 66,67% 66,67%  

2 Terfasilitasinya 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

daerah 

Persentase fasilitasi 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

100% 54,25% 54,25%  

3 Terfasilitasinya 

Administrasi Barang 

Milik daerah pada 

Perangkat Daerah 

Persentase fasilitasi 

Administrasi Barang 

Milik Daerah 

Perangkat Daerah 

100% 50% 50%  

4 TerfasilitasinyaAdmin

istrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase Fasilitasi 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

100% 74,21% 74,21%  

5 TerfasilitasinyaPenye

diaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase fasilitasi 

penyediaan jasa 

penunjang 

operasional kantor 

100% 48,08% 48,08%  

6 TerfasilitasinyaPemeli

haraan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase fasilitasi 

pemeliharaan 

Barang Milik Daerah  

100% 37% 37%  

 

  



Tabel2.3 

Cost Per Outcome Sekretaris Kecamatan Pasirian 

Tribulan II Tahun 2023 

No. 
Sasaran/Program/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Anggaran Kinerja 
Efisiensi 

(%) Pagu Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10=9-6 

1 

Perencanaan, 
Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat daerah 

Persentase 

fasilitasi dok 
Perencanaan, 

Penganggaran 
dan Evaluasi 

Kinerja 

5.050.000 2.480.000 49,10% 
100% 66,67% 66,67% 17,57% 

2 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat daerah 

Persentase 
fasilitasi 

Administrasi 
Keuangan 

Perangkat 
Daerah 

1.500.441.762 731.134.985 84,72% 
100% 54,25% 54,25% -30,47% 

3 

Administrasi 

Barang Milik 
daerah pada 
Perangkat Daerah 

Persentase 
fasilitasi 
Administrasi 

Barang Milik 
Daerah 

Perangkat 
Daerah 

1.510.000 756.000 50,06% 
100% 50% 50% -0,06% 

4 
Administrasi 
Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase 
Fasilitasi 
Administrasi 

Umum 

67.557.095 47.039.200 69,63% 
100% 74,21% 74,21% -4,47% 



No. 
Sasaran/Program/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Anggaran Kinerja 
Efisiensi 

(%) Pagu Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 10=9-6 

Perangkat 

Daerah 

5 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
fasilitasi 
penyediaan jasa 

penunjang 
operasional 

kantor 

224.201.250 112.663.540 50,25% 
100% 48,08% 48,08% -2,17% 

6 

Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 

fasilitasi 
pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 

69.527.195 27.560.650 39,64% 
100% 37% 37% -2,64% 



2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang 

dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian 

secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang 

maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi 

tercapainya visi atau misi tertentu. 

Berdasarkan tabel capaian kinerja Sekretaris Kecamatan dapat 

disimpulkan bahwa kinerja Sekretaris Kecamatan mencapai 55,07% pada 

tribulan II tahun 2023. Dan berdasarkan tabel cost per outcome sudah 

terealisasi dengan maksimalpada tribulan II tahun 2023. Beberapa faktor 

penghambat capaian kinerja dan anggaran Sekretaris Kecamatan adalah 

terbatasnya anggaran sehingga kegiatan rutin tidak bisa berjalan optimal 

dan juga terbatasnya SDM dan sarana prasarana yang ada di kecamatan 

(baik dari segi kualitas maupun kuantitas), serta pada kegiatan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

terdapat keterlambatan pada proses perencanaan sehingga pelaksanaan 

tidak sesuai dengan time schedule yang telah ditentukan.  

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan selama tribulan II tahun anggaran 

2023, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang 

perlu ditingkatkan adalah pada penyerapan anggaran kegiatan dan 

perencanaan time schedule  yang lebih baik lagi. 

 

2.4 Rencana Tindak Lanjut 

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran 

Sekretaris Kecamatan adalah : 

- Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang 

dibutuhkan;  

- Memaksimalkan sarana dan prasaran yang ada demi kelangsungan 

kegiatan yang telah direncanakan; 

- Koordinasi dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-

kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama. 

 

2.5. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 



 : Laporan kurang baik 

 : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

V : Lain-lain (kinerja dipertahankan) 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggungjawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 

anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 

anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 
Atasan Langsung 

Camat Pasirian 

 Sekretaris Kecamatan  

 
 

 
 

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos. 
NIP. 19670916 198809 1 001 

  
 

 
 

R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. 
NIP. 19661227 199503 1 004 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Terfasilitasinya Koordinasi 

Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Persentase fasilitasi 

kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa 

95% 

2 Meningkatnya Pemberdayaan    

dan    Kesejahteraan    Keluarga 

Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan 

Persentase 

Pemberdayaan    dan    

Kesejahteraan    

KeluargaTingkat 

Kecamatan 

90% 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasirian 

Tribulan II Tahun 2023 

No.  Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Terfasilitasinya 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

Persentase 

fasilitasi 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

desa 

95% 66,67% 70,18%  

2 Meningkatnya 

Pemberdayaan    

dan    

Kesejahteraan    

Keluarga 

Persentase 

Pemberdayaan    

dan    

Kesejahteraan    

Keluarga 

90% 100% 111,11%  



No.  Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5 6 7 

Tingkat 

Kecamatan 

dan Kelurahan 

Tingkat 

Kecamatan 

 

 

Tabel 2.3 

Cost per OutcomeKasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pasirian 

Tribulan II Tahun 2023 

No. 
Sasaran/Progr

am/ Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Anggaran Kinerja 
Efisi
ensi 

(%) 
Pagu Realisasi 

Capa
ian 

(%) 

Target 
Reali
sasi 

% 

1 2 3 4 5 
6=5/

4 
7 8 

9=8/
7 

10=9
-6 

1 

Terfasilitasinya 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

Persentase 

fasilitasi 

kegiatan 

pemberday

aan 

masyarakat 

desa 

111.261.250 16.541.250 
14,87

% 
95% 

66,6

7% 

70,1

8% 
55,31

% 

2 

Meningkatnya 

Pemberdayaan    

dan    

Kesejahteraan    

Keluarga 

Tingkat 

Kecamatan dan 

Kelurahan 

Persentase 

Pemberday

aan    dan    

Kesejahtera

an    

Keluarga 

Tingkat 

Kecamatan 

484.279.000 447.429.000 
92,39

% 
90% 

100

% 

111,

11% 
18,72

% 

 

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang 

dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian 

secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang 

maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi 

tercapainya visi atau misi tertentu. 

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat mencapai 



83,33% pada tribulan II tahun 2023. Dan berdasarkan tabel cost per outcome 

pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desaterealisasi dengan 

maksimal. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di 

Kecamatan. Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasi 

Pemberdayaan Masyarakat adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana 

yang ada di kecamatan. 

 

2.4 Rencana Tindak Lanjut 

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran 

Kasi Pemberdayaan Masyarakatadalah dengan memaksimalkan anggaran 

yang ada sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan 

memaksimalkan sarana dan prasaran yang ada demi kelangsungan kegiatan 

yang telah direncanakan. 

 

2.5. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 

anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 

anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 
Atasan Langsung 

Camat Pasirian 

 Kasi PMD 

 
 

 
 

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos 
NIP. 19670916 198809 1 001 

  
 

 
 

HERI SISWANDOKO, S.Sos 
NIP. 19720511 199403 1 004 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam 

penyusunanlaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

sertapengungkapan secara memadai hasil analisis terhadappengukuran 

kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 



9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasi 

Pelayanan Umum dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Kepala Seksi Pelayanan Umum 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Terlaksananya Koordinasi 

Penyelenggaraan Kegiatan 

Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan 

Persentase koordinasi 

Penyelenggaraan 

pemerintahan di 

Kecamatan 

95% 

2 Terselenggaranya Pelaksanaan  

Urusan  Pemerintahan  yang 

Dilimpahkan kepada Camat 

Persentase pemenuhan 

urusan pemerintahan 

yang dillimpahkan 

kepada Camat 

90% 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerjaKasi 

Pemberdayaan Masyarakat adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan UmumKecamatan Pasirian 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terlaksananya 

Koordinasi 

Penyelenggaraa

n Kegiatan 

Pemerintahan 

di Tingkat 

Kecamatan 

 

Persentase 

koordinasi 

Penyelenggara

an 

pemerintahan 

di Kecamatan 

95% 95%/6 

bulan 

50% Baik  



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terselenggaran

ya Pelaksanaan  

Urusan  

Pemerintahan  

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

Persentase 

pemenuhan 

urusan 

pemerintahan 

yang 

dillimpahkan 

kepada Camat 

90% 90%/6 

bulan 

50% Baik 

 

Tabel 2.3 

Cost per OutcomeKasi Pelayanan Umum Kecamatan Pasirian 

Tribulan II Tahun 2023 

No

. 

Sasaran/Pr

ogram/ 
Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Anggaran Kinerja 
Efisiensi 

(%) Pagu Realisasi 
Capaia

n (%) 
Target 

Realisa

si 
% 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 
9=8/

7 
10=9-6 

1  

Koordinasi 

Penyelengga

raan 

Kegiatan 
Pemerintaha

n di Tingkat 

Kecamatan 

Persentase 

koordinasi 

Penyeleng

garaan 

pemerinta

han di 

Kecamata

n 

0,00 0,00 - 95% 

95%  

(6 
bulan) 

50% 50% 

2 

Pelaksanaan  

Urusan  
Pemerintaha

n  yang 

Dilimpahka
n kepada 

Camat 

Persentase 

pemenuha

n urusan 

pemerinta

han yang 

dillimpahk

an kepada 

Camat 

0,00 0,00 - 90% 

95%  

(6 

bulan) 

50% 50% 

 

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang 

dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian 

secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang 

maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi 

tercapainya visi atau misi tertentu. 

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum dapat 

disimpulkan bahwa kinerja Kasi Pelayanan Umum mencapai 100% dengan 



predikat sangat tinggi. Dan berdasarkan tabel cost per outcome pada 

kegiatan Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang Dilimpahkan kepada 

Camat terealisasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi 

yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian dan juga adanya inovasi-inovasi 

pelayanan publik yang telah dilaksankan dengan baik. Beberapa faktor 

penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasi Pelayanan Umum adalah : 

1. Terbatasnya anggaran sehingga kegiatan yang menunjang pelayanan 

tidak dapat terlaksanan secara optimal; 

2. Belum Adanya Regulasi yang mendasari pelayanan tuntas di Desa 

sehingga masih banyak dokumen administrasi kependudukan yang 

menumpuk di tingkat Kecamatan;  

3. Sarana dan Prasarana yang belum sesuai standart. 

 

 

2.4 Rencana Tindak Lanjut 

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran 

Kasi Pelayanan Umumadalah dengan memaksimalkan anggaran yang ada 

sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah direncanakan, melakukan 

pembinaan administrasi kependudukan di tingkat desa, dan menjalankan 

inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah direncanakan dengan maksimal. 

 

2.5. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 

anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 

anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 
Atasan Langsung 

Camat Pasirian 

 Kasi Pelayanan Umum 

 
 

 
 

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos 
NIP. 19670916 198809 1 001 

  
 

 
 

KOMET AHMAD M.B, S.Pd 
NIP. 19691219 20604 1 004 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasi 

Pemerintahan dengan Camat Pasirian adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Kepala Seksi Pemerintahan 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Terfasilitasinya Koordinasi  

Upaya  Penyelenggaraan  

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum 

Jumlah Faslitasi 

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

95% 

2 Terfasilitasinya Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah Fasilitasi 

Penyelenggaraan  

Urusan  Pemerintahan  

Umum 

95% 

3 Meningkatnya Fasilitasi,  

Rekomendasi  dan  Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Jumlah  Desa yang 

menetapkan RKPDes 

Tepat Waktu 

95% 

  Jumlah  Desa yang 

menetapkan APBDes 

Tepat Waktu 

95% 

  Jumlah  Desa yang 

menetapkan LPPDes 

Tepat Waktu 

95% 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerjaKasi 

Pemerintahan adalah : 

  



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan Kecamatan Pasirian 

Tribulan II Tahun 2023 

No.  Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Terfasilitasiny

a Koordinasi  

Upaya  

Penyelenggara

an  

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum 

Jumlah 

Faslitasi 

Koordinasi 

Upaya 

Penyelengga

raan 

Ketentrama

n dan 

Ketertiban 

Umum 

95% 50% 52,63% Baik 

2 

Terfasilitasiny

a 

Penyelenggara

an Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah 

Jumlah 

Fasilitasi 

Penyelengga

raan  

Urusan  

Pemerintaha

n  Umum 

95% 50% 52,63% Baik 

3 

Meningkatnya 

Fasilitasi,  

Rekomendasi  

dan  

Koordinasi 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa 

Jumlah  

Desa yang 

menetapkan 

RKPDes 

Tepat 

Waktu 

95% 0% 0% Dilaksanakan 

di Tribulan III 

  Jumlah  

Desa yang 

menetapkan 

APBDes 

Tepat 

Waktu 

95% 0% 0% Dilaksanakan 

di Tribulan III 

  Jumlah  

Desa yang 

menetapkan 

LPPDes 

Tepat 

Waktu 

95% 100% 105,26% Baik 



Tabel 2.3 

Cost per OutcomeKasi Pemerintahan Kecamatan Pasirian 

Tribulan II Tahun 2023 

No
. 

Sasaran/Progr
am/ Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Anggaran Kinerja Efisie

nsi 

(%) Pagu Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target 

Reali

sasi 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Koordinasi  

Upaya  
Penyelenggaraa

n  

Ketenteraman 
dan Ketertiban 

Umum 

Jumlah 

Faslitasi 
Koordinasi 

Upaya 

Penyelengg
araan 

Ketentrama

n dan 
Ketertiban 

Umum 

10.000.000 8.750.000 87,5% 

95% 50% 52,63

% 

-34,87 

 2 

Penyelenggaraa
n Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 
Penugasan 

Kepala Daerah 

Jumlah 

Fasilitasi 

Penyelengg
araan  

Urusan  

Pemerintah
an  Umum 

4.400.000 1.500.000 34,09% 95% 50% 
52,63

% 
 18,54 

 3 

Fasilitasi,  
Rekomendasi  

dan  

Koordinasi 
Pembinaan 

dan 

Pengawasan 
Pemerintahan 

Desa 

Jumlah  
Desa yang 

menetapka

n RKPDes 
Tepat 

Waktu 

259.200.000 134.400.000 51,85% 

95% 0% 0% 

 -51,85 

    

Jumlah  

Desa yang 

menetapka
n APBDes 

Tepat 

Waktu 

      

95% 0% 0% 

 -51,85 

    

Jumlah  

Desa yang 
menetapka

n LPPDes 

Tepat 
Waktu 

      

95% 100% 105,2

6% 

 53,41 

 

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang 

dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian 

secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang 

maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi 

tercapainya visi atau misi tertentu. 



Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasi Pemerintahan dapat 

disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Pemerintahan41,05%. Dan 

berdasarkan tabel cost per outcome pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan kegiatan 

Fasilitasi,  Rekomendasi  dan  Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa belumterealisasi dengan maksimal pada tribulan II 

tahun anggaran 2023. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang 

belum bisa dilaksanakan di tribulan II. Beberapa faktor penghambat capaian 

kinerja dan anggaran Kasi Pemerintahan adalah : 

1. Ada perubahan/ ketentuan pembagian prosentase prioritas 

penggunaan Dana Desa 

2. Kurangnya kapasitas Aparatur Pemrintahan Desa  

3. Adanya beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di Tribulan 

III sehingga kinerja belum bisa dievaluasi 

 

2.4 Rencana Tindak Lanjut 

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran 

Kasi Pemerintahanadalah telah dilaksanakan Monitoring, Evaluasi serta 

Pembinaan secara berkala  setiap tribulan  yang dituangkan dalam Berita 

Acara Monitoring evaluasi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tim 

Monitoring da memastikan pada saat penetapan RKP desa dan APB desa 

tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. 

 

2.5. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 

anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 

anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 
Atasan Langsung 

Camat Pasirian 

 Kasi Pemerintahan 

 
 

 
TRIKONDO CAHYONO,S.Sos 

NIP. 19670916 198809 1 001 

  
 

 
SAHRUN NASHIR, S.Sos 

NIP. 19860515 201101 1 007 
 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasubag 

Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Kecamatan Pasirian adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Kasubag Umum dan Kepegawaian 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Terselesaikannya 

Penatausahaan Barang 

Milik daerah pada SKPD 

Jumlah  Laporan  

Penatausahaan  Barang  Milik 

4 Laporan 

2 

 

Tersedianya Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah         Paket         

Komponen         Instalasi 

Listrik/Penerangan    Bangunan    

Kantor    yang Disediakan 

3 Paket 

3 Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   

Logistik   Kantor   yang 

Disediakan 

3 Paket 

4 Tersedianya Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

2 Paket 

5 Tersedianya 

Bahan/Material 

Jumlah Paket Bahan/Material 

yang Disediakan 

2 Paket 

6 Terselenggaranya Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

12 

Laporan 

7 Tersedianya Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah     Laporan     

Penyediaan     Jasa     Surat 

Menyurat 

12 

Laporan 

8 Tersedianya Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   

Jasa   Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan 

3 Laporan 

9 Tersedianya Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   Penyediaan   

Jasa   Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan 

12 

Laporan 

10 Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya 

7 Unit 



NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

11 Terpeliharanya Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah   Peralatan   dan   

Mesin   Lainnya   yang 

Dipelihara 

22 Unit 

12 Terpeliharanya Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian 

kinerjaKasubag Umum dan Kepegawaian adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian 

Tribulan II Tahun 2023 

 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terselesaikannya 

Penatausahaan 

Barang Milik 

daerah pada 

SKPD 

Jumlah  Laporan  

Penatausahaan  

Barang  Milik 

4 

Lapora

n 

2 laporan 50% Baik 

Tersedianya 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerang

an Bangunan 

Kantor 

Jumlah         Paket         

Komponen         

Instalasi 

Listrik/Penerangan    

Bangunan    Kantor    

yang Disediakan 

3 

Paket 

2 paket 67% Baik  

Tersedianya 

Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah   Paket   

Bahan   Logistik   

Kantor   yang 

Disediakan 

3 

Paket 

3 paket 100% Baik  

Tersedianya 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

yang Disediakan 

2 

Paket 

2 

paket/3 

bulan 

50% Baik 

Tersedianya 

Bahan/Material 

Jumlah Paket 

Bahan/Material 

yang Disediakan 

2 

Paket 

1 paket 50% Baik 



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terselenggarany

a Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

12 

Lapora

n 

6 laporan 50% Baik 

Tersedianya Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah     Laporan     

Penyediaan     Jasa     

Surat 

Menyurat 

12 

Lapora

n 

6 laporan 50% Baik 

Tersedianya Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah   Laporan   

Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 

Umum Kantor yang 

Disediakan 

4 

Lapora

n 

4 

laporan/

6 bulan 

50% Baik 

Tersedianya Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   

Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 

Umum Kantor yang 

Disediakan 

12 

Lapora

n 

6 laporan 50% Baik 

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

7 Unit 4 unit 57,14% Baik 

Terpeliharanya 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah   Peralatan   

dan   Mesin   

Lainnya   yang 

Dipelihara 

22 

Unit 

12 unit 54,54% Baik 

Terpeliharanya 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabil

itasi 

1 Unit - - Terda

pat 

keterl

amba

tan 

pada 

prose

s 

peren



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

cana

an 

 

  



Tabel 2.3 

Cost per Outcome Kasubag Umum dan Kepegawaian 

Tribulan II Tahun 2023 

No. 
Sasaran/Progr

am/ Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Anggaran Kinerja 

Efisie

nsi (%) Pagu Realisasi 
Capaia

n (%) 
Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 
9=8/

7 

10=9-

6 

1.  

Penatausahaa

n Barang Milik 

Daerah pada 
SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Penatausaha

an Barang 

Milik Daerah 
pada SKPD 

yang 

terselesaikan 

1.510.000 756.000 
50,06

% 
4 

lapor

an 
2 

lapor

an 
50% 

50,00

% 

2.  

Penyediaan 
Komponen 

Instalasi 

Listrik/ 

Penerangan 

Bangunan 

Kantor 

Jumlah         

Paket         

Komponen         

Instalasi 

Listrik/Pener

angan    
Bangunan    

Kantor    

yang 

Disediakan 

     1.547.580         700.000  
45,23

% 
3 paket 2 paket 67% 

21,43

% 

3.  

Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor 

Jumlah   

Paket   

Bahan   

Logistik   
Kantor   yang 

Disediakan 

   20.466.915     20.404.600  
99,70

% 
3 paket 3 paket 

100

% 
0,30% 

4.  

Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah 
Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

yang 

Disediakan 

     3.964.600       3.064.600  
77,29

% 
2 paket 2 

Paket

/6 

bula

n 

50% 
-

27,29% 

5.  

Penyediaan 

Bahan/Materi
al 

Jumlah 

Paket 

Bahan/Mater
ial yang 

Disediakan 

     1.518.000         350.000  
23,06

% 
2 paket 1 paket 50% 

26,94

% 

6.  

Penyelenggara

an Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

Jumlah      
Laporan      

Penyelenggar

aan      Rapat 

Koordinasi 

dan 

Konsultasi 
SKPD 

   40.060.000  22.520.000 
56,22

% 
12 

lapor

an 
6 

lapor

an 
50% -6,22% 

7.  

Penyediaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

Jumlah     
Laporan     

Penyediaan     

Jasa     Surat 

Menyurat 

     1.900.000         580.000  
30,53

% 
12 

lapor

an 
6 

lapor

an 
50% 

19,47

% 

8.  

Penyediaan 

Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Jumlah  

Laporan  

Penyediaan  

Jasa  
Komunikasi, 

Sumber 

Daya Air dan 

Listrik yang 

Disediakan 

   32.221.250  17.291.615 
53,67

% 
4 

lapor

an 
4 

Lapo

ran/ 
6 

bula

n 

50% -3,67% 



No. 
Sasaran/Progr
am/ Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Anggaran Kinerja 

Efisie
nsi (%) Pagu Realisasi 

Capaia

n (%) 
Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 
9=8/

7 

10=9-

6 

9.  

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

Jumlah   

Laporan   

Penyediaan   

Jasa   

Pelayanan 

Umum 
Kantor yang 

Disediakan 

 190.080.000  94.791.925 
49,87

% 
12 

lapor

an 
6 

lapor

an 
50% 0,13% 

10.  

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan 

Kendaraan 
Dinas 

Operasional 

atau Lapangan 

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

atau 

Lapangan 
yang 

Dipelihara 

dan 

dibayarkan 

Pajak dan 

Perizinannya 

   32.384.195     19.360.650  
59,78

% 
7 unit 4 unit 

57,1
4% 

-2,64% 

11.  

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Jumlah   

Peralatan   
dan   Mesin   

Lainnya   

yang 

Dipelihara 

   15.000.000       8.200.000  
54,67

% 
22 unit 12 unit 

54,5

4% 
-0,13% 

12.  

Pemeliharaan 

/ Rehabilitasi 
Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

Jumlah 

Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya 

yang 

Dipelihara/D

irehabilitasi 

   22.143.000    0,00% 1 unit     0% 0,00% 

 

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang 

dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian 

secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang 

maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi 

tercapainya visi atau misi tertentu. 

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian 

dapat disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian 

mencapai 52,39% pada tribulan II tahun anggaran 2023 Dan berdasarkan 

tabel cost per outcome pada kegiatan – kegiatan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian terealisasi50% pada tribulan II tahun anggaran 2023. Hal ini 

dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar ASN di Kecamatan Pasirian. 

Beberapa faktor penghambat capaian kinerja dan anggaran Kasubag Umum 



dan Kepegawaian adalah keterlambatan proses perencanaan pada sub 

kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya 

sehingga belum bisa dievaluasi pada tribulan II. 

 

2.4 Rencana Tindak Lanjut 

Upaya untuk mengatasi permasalahan capaian kinerja dan anggaran 

Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah dengan mengelola anggaran sesuai 

dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi 

dengan lintas sektor dan pemerintahan desa untuk kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilakukan secara bersama serta segera melakukan kegiatan yang 

sudah terjadwal pada tribulan II namun belum bisa direlaisasikan. 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 

anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 

anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 

Sekretaris Kecamatan 

 Kasubag Umum dan Kepegawaian 

 
 

 
 
 

R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM. 
NIP. 19661227 199503 1 004 

  
 

 
 
 

AMIRUDDIN 
NIP. 19670318 199403 1 007 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun anggaran 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasubag 

Keuangan dengan Sekretaris Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Kasubag Keuangan 

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah 

3 

Dokumen 

2 Tersusunnya Dokumen 

RKA – SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 

1 

Dokumen 

3 Tersusunnya Dokumen 

Perubahan RKA- SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

2 

Dokumen 

4 Tersedianya Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah    Orang    yang    

Menerima    Gaji    dan 

Tunjangan ASN 

15 Orang/ 

12 bulan 

5 Tersedianya 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

5 

Dokumen 

6 Terkoordinasinya dan 

Terlaksananya 

Akuntansi SKPD 

Jumlah  Dokumen  Koordinasi  

dan  Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 

1 

Dokumen 

7 Tersusunnya Laporan 

Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi  Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

I Laporan 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Kasubag Keuangan adalah : 

 



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Kasubag Keuangan 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga

n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

dokumen 

perencanaan 

perangkat 

daerah 

3 

Doku

men 

2 dok 66,67

% 

Baik  

Tersusunnya 

Dokumen RKA – 

SKPD 

Jumlah 

Dokumen RKA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

1 

Doku

men 

- - Dilaksanak

an pada 

triblan III 

Tersusunnya 

Dokumen 

Perubahan RKA- 

SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA-

SKPD 

2 

Doku

men 

- - Dilaksanak

an pada 

tribulan III 

Tersedianya Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah    Orang    

yang    Menerima    

Gaji    dan 

Tunjangan ASN 

15 

Orang

/ 12 

bulan 

12 

orang/6 

bulan 

50% Baik 

Tersedianya 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

5 

Doku

men 

5 dok/6 

bulan 

50% Baik 

Terkoordinasinya 

dan 

Terlaksananya 

Akuntansi SKPD 

Jumlah  

Dokumen  

Koordinasi  dan  

Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 

1 

Doku

men 

1 dok/6 

bulan 

50% Baik 



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capai

an 

(%) 

Keteranga

n 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Tersusunnya 

Laporan Akhir 

Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD 

dan Laporan 

Hasil Koordinasi  

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

I 

Lapor

an 

1 

laporan 

100% Baik  

 

Tabel 2.3 

Cost per OutcomeKasubag Keuangan 

Tribulan II Tahun 2023 

 

No

. 

Sasaran/

Program

/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Anggaran Kinerja Efi

sie

nsi 

(%) 

Pagu Realisasi 
Capaia

n (%) 
Target 

Realisas

i 
% 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 

10

=9-

6 

 

Penyusu

nan 

Dokumen 

Perencan

aan 

Perangka

t Daerah 

Jumlah 

dokumen 

perencanaa

n perangkat 

daerah 

          

2.480.000  2.480.000 100% 
3 

dok

ume

n 

2 

dok

um

en 
66,67% 

-

33,

33

% 

 

Koordina

si dan 

Penyusu

nan 

Dokumen 

RKA - 

SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

RKA-SKPD 

dan 

Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusuna

n Dokumen 

RKA-SKPD 

          

1.500.000  - - 
1 

dok

ume

n 

            

-  
  

- 0% 

 

Koordina

si dan 

Penyusu

nan 

Dokumen 

Perubaha

n RKA- 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD 

dan 

Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

          

1.070.000  - - 
2 

dok

ume

n 

            

-  
  

- 0% 



No

. 

Sasaran/

Program

/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Anggaran Kinerja Efi

sie

nsi 

(%) 

Pagu Realisasi 
Capaia

n (%) 
Target 

Realisas

i 
% 

1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 

10

=9-

6 

SKPD Penyusuna

n Dokumen 

Perubahan 

RKA-SKPD 

 

Penyedia

an Gaji 

dan 

Tunjanga

n ASN 

Jumlah    

Orang    

yang    

Menerima    

Gaji    dan 

Tunjangan 

ASN 

    

1.472.358.762  
716.830.985 

48,69% 
15 

oran

g/ 

bula

n 

12 

ora

ng/

6 

bul

an 

50% 
1,3

1% 

 

Penyedia

an 

Administ

rasi 

Pelaksan

aan 

Tugas 

ASN 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Penyediaan 

Administras

i 

Pelaksanaa

n Tugas 

ASN 

        

24.583.000  

       

12.204.000  49,64% 
5 

dok

ume

n 

5 

Do

ku

me

n/

6 

bul

an 

50% 
0,3

6% 

 

Koordina

si dan 

Pelaksan

aan 

Akuntans

i SKPD 

Jumlah  

Dokumen  

Koordinasi  

dan  

Pelaksanaa

n 

Akuntansi 

SKPD 

          

2.000.000  

          

600.000  30% 
1 

dok

ume

n 

1 

Do

ku

me

n/

6 

bul

an 

50% 
20

% 

 

Koordina

si dan 

Penyusu

nan 

Laporan 

Akhir 

Tahun 

SKPD 

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Akhir 

Tahun  

SKPD dan 

Laporan 

Hasil 

Koordinasi  

Penyusuna

n Laporan 

Keuangan 

Akhir 

Tahun 

SKPD 

1.500.000 1.500.000 100% 1 lap 1 lap 100% 0% 

 

 



2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Evaluasi kerja merupakan bentuk penilaian dan peninjauan yang 

dilakukan secara berkala. Analisis kinerja adalah sebuah proses penilaian 

secara sistematis mengenai kinerja atau job performance dari seseorang 

maupun suatu organisasi. Tujuan dari diadakannya analisis kinerja adalah 

untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi 

tercapainya visi atau misi tertentu. 

Berdasarkan tabel capaian kinerja Kasubag Keuangan dapat 

disimpulkan bahwa kinerja Kasubag Keuangan mencapai45,24% pada 

tribulan II tahun anggaran 2023. Dan berdasarkan tabel cost per outcome 

pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah terealisasi 46,90% 

hal ini dikarenakan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada 

penyesuaian target karena adanya ASN yang pension, dan pada kegiatan 

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdapat 

2 sub kegiatan yang dilaksanakan di tribulan III jadi belum bisa dilakukan 

evaluasisampai dengan tribulan II tahun anggaran 2023. 

 

2.4 Rencana Tindak Lanjut 

Upaya untuk mengatasi permasalahan pada kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah adalah dengan mengelola anggaran sesuai 

dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan dan melakukan koordinasi 

dengan lintas sektor dan Bidang Anggaran BPKD Kab. Lumajang khususnya 

rekonsiliasi gaji dan tunjangan PNS serta melaksanakan kegiatan sesuai 

time schedule yang telah ditentukan. 

 

2.5. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun anggaran 2023 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 

anggaran 2023 Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 

anggaran 2023 menetapkan indikator kinerja sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II tahun 

anggaran 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Sekretaris Kecamatan 

  
Kasubag Keuangan 
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PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

KECAMATAN PASIRIAN 
Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003 

kecamatan.pasirian@gmail.com 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 
Tersusunnya data 

perekonomian dan 

pembangunan 

Jumlah data 

perekonomian dan 

pembangunan 

6 dok 

2 

Tersusunnya laporan 

kegiatan perekonomian, 

pembangunan dan 

lingkungan hidup 

Jumlah laporan 

kegiatan perekonomian, 

pembangunan dan 

lingkungan hidup 

6 laporan 

3 

Tersusunnya bahan 

standar pelayanan dan 

standar operasional 

prosedur Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat 

Jumlah Standar 

Pelayanan dan SOP 

Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat 

6 dok 

4 
Tersusunnya Laporan 

kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Jumlah Laporan 

kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

6 laporan 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Tersusunnya data 

perekonomian dan 

pembangunan 

Jumlah data 

perekonomian 

dan 

pembangunan 

6 dok 
6 dok/3 

bulan 
50% Baik  



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Tersusunnya 

laporan kegiatan 

perekonomian, 

pembangunan dan 

lingkungan hidup 

Jumlah 

laporan 

kegiatan 

perekonomian, 

pembangunan 

dan 

lingkungan 

hidup 

6 

laporan 

6 

laporan/3 

bulan 

50% Baik  

Tersusunnya bahan 

standar pelayanan 

dan standar 

operasional 

prosedur Seksi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Jumlah 

Standar 

Pelayanan dan 

SOP Seksi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

6 dok 
6 dok/3 

bulan 
50% Baik  

Tersusunnya 

Laporan kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Jumlah 

Laporan 

kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa 

6 

laporan 

6 

laporan/3 

bulan 

50% Baik  

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan evaluasi terhadap 

kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja 

sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan 

dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan Pasirian 

Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 menetapkan indikator kinerja 

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Kasi PMD 

 Pengadministrasi Umum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 

Meningkatnya kualitas 

fasilitasi pengajuan proposal 

dari masyarakat 

Jumlah Proposal yang 

difasilitasi 

115 

proposal 

2 

Meningkatnya kualitas 

Pengadministrasian Surat 

Keluar Masuk Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat 

Jumlah Surat Keluar Masuk 

Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat yang 

diadministrasi 

120 surat 

3 

Meningkatnya kualitas 

Fasilitasi Usulan Musrenbang 

RKPD di Kecamatan 

Jumlah Usulan Musrenbang 

RKPD di Kecamatan yang 

difasilitasi 

100 

usulan 

4 

Meningkatnya kualitas 

fasilitasi Laporan kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa 

Jumlah Laporan kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa yang difasilitasi 

12 laporan 

5 

Meningkatnya kualitas 

fasilitasi kegiatan 

Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) 

Jumlah kegiatan yang 

dilakukan 
12 bulan 

 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah : 

  



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdyaan Masyarakat 

Tribulan II Tahun 2023 

 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

kualitas fasilitasi 

pengajuan proposal 

dari masyarakat 

Jumlah 

Proposal yang 

difasilitasi 

115 

proposal 

63 

proposal 
54,78% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

Pengadministrasian 

Surat Keluar 

Masuk Seksi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Jumlah Surat 

Keluar Masuk 

Seksi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

yang 

diadministrasi 

120 

surat 

53 surat 

keluar 

174 

surat 

masuk 

189,16% Baik 

Meningkatnya 

kualitas Fasilitasi 

Usulan 

Musrenbang RKPD 

di Kecamatan 

Jumlah 

Usulan 

Musrenbang 

RKPD di 

Kecamatan 

yang 

difasilitasi 

100 

usulan 

94 

usulan 
94% Baik 

Meningkatnya 

kualitas fasilitasi 

Laporan kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Jumlah 

Laporan 

kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa yang 

difasilitasi 

12 

laporan 

6 

laporan 
50% Baik 

Meningkatnya 

kualitas fasilitasi 

kegiatan 

Pemberdayaan 

Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) 

Jumlah 

kegiatan yang 

dilakukan 

12 

bulan 
6 bulan 50% Baik 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 menetapkan indikator 

kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan 

Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Kasi PMD 

 Pengadministrasi Umum 
 

 
 

 
 

HERI SISWANDOKO, S.Sos 

NIP. 19720511 199403 1 004 

  
 

 
 

KASIH NUR FIANTI 

NIP. - 
 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.  

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya Kualitas  Hasil 

Pembinaan Adminsitrasi Desa 

Jumlah Dok. Hasil 

Pembinaan Desa 

33 dok 

2 Meningkatnya Kualitas Hasil 

Monev Pelaksanaan  di Desa 

Jumlah Dok. Hasil 

Monev 

33 dok 

3 Meningkatnya Kualitas 

Pengadministrasian Tentang 

penyelesaian Permasalahan di 

Desa 

Jumlah dok. Hasil 

penyelesaian 

permasalahan Desa 

11 dok 

4 Meningkatnya Kualitas 

Pengadministrasian Lap.Aset 

Desa 

Jumlah Lap. Aset 

masing masing Desa 

11 lap 

5 Meningkatnya Kualitas hasil 

Pemilihan Kepala Desa dan 

pengisian kekosongan Perangkat 

Jumlah dok. Hasil 

pemilihan dan 

pengisian perangkat 

desa 

22 dok 

6 Meningkatnya Kualitas Laporan 

kependudukan dari desa 

Jumlah laporan 

kependudukan 

11 lap 

7 Meningkatnya Kualitas laporan 

NTCR 

Jumlah laporan NTCR 11 lap 

8 Meningkatnya Kualitas Laporan 

Pertanggungjawaban Kepala 

Desa 

Jumlah Lap.LPj Kepala 

Desa 

11 lap 

9 Meningkatnya Kualitas bahan 

Pembinaan Kasi Pemerintahan 

Jumlah berkas yang 

disiapkan 

55 brkas 

10 Meningkatnya Kualitas Laporan 

Capaian Kinerja kegiatan Kasi 

Pemerintahan tiap bulan 

Jumlah Laporan 

bulanan 

12 lap 

 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pemberdyaan Masyarakat adalah : 



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pemerintahan 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Targe

t 

Realisa

si 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya Kualitas  

Hasil Pembinaan 

Adminsitrasi Desa 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Pembinaan Desa 

33 

dok 

33 

dok/3 

bulan 

50% 
 

Meningkatnya Kualitas 

Hasil Monev 

Pelaksanaan  di Desa 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Monev 

33 

dok 

33 

dok/3 

bulan 

50% 
 

Meningkatnya Kualitas 

Pengadministrasian 

Tentang penyelesaian 

Permasalahan di Desa 

Jumlah 

dokumen Hasil 

penyelesaian 

permasalahan 

Desa 

11 

dok 
5 dok 45,45% 

Desa Nguter 

Desa Bades  

Desa Bago 

Desa Pasirian 

Desa Condro 

Meningkatnya Kualitas 

Pengadministrasian 

laporan Aset Desa 

Jumlah laporan 

Aset masing 

masing Desa 

11 lap 11 lap 100% Baik 

Meningkatnya Kualitas 

hasil Pemilihan Kepala 

Desa dan pengisian 

kekosongan Perangkat 

Jumlah 

dokumen Hasil 

pemilihan dan 

pengisian 

perangkat desa 

22 

dok 
- 0% 

Belum ada 

pengisian 

kekosongan 

perangkat 

desa 

Meningkatnya Kualitas 

Laporan 

kependudukan dari 

desa 

Jumlah laporan 

kependudukan 
11 lap 

11 

lap/3 

bulan 

50% 
 

Meningkatnya Kualitas 

laporan NTCR 

Jumlah laporan 

NTCR 
11 lap 

11 

lap/3 

bulan 

50% 
 

Meningkatnya Kualitas 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

Kepala Desa 

Jumlah laporan 

LPj Kepala Desa 
11 lap 11 lap 100% 

 

Meningkatnya Kualitas 

bahan Pembinaan Kasi 

Pemerintahan 

Jumlah berkas 

yang disiapkan 

55 

brkas 

22 

berkas 
40% 

 

Meningkatnya Kualitas 

Laporan Capaian 

Kinerja kegiatan Kasi 

Pemerintahan tiap 

bulan 

Jumlah Laporan 

bulanan 
12 lap 6 lap 50% 

 

 

 

 



2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 menetapkan indikator 

kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan 

Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Kasi Pemerintahan 

 Pengadministrasi Umum 
Seksi Pemerintahan 

 
 
 
 
 

SAHRUN NASHIR,S.Sos 

NIP. 19860515 201101 1 007 

  
 

 
 
 

INDRA DIAN PURWANTO 
NIP. 19801211 200901 1 011 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya kuantitas/ 

kualitas  Pengadministrasian 

Dokumen Permohonan E-KTP 

Jumlah Permohonan  

E-KTP yang telah 

dilayani 

1.150 dok 

2 Meningkatnya kuantitas/kualitas 

Pengadministrasian Dokumen 

Permohonan Pindah Penduduk 

Jumlah Permohonan 

Pindah Penduduk yang 

telah dilayani 

125 dok 

3 Meningkatnya kuantitas/kualitas 

Pengadministrasian Dokumen 

Permohonan KK 

Jumlah Pengantar yang 

telah dibuat dan 

disetujui pimpinan 

500 dok 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

kuantitas/ kualitas  

Pengadministrasian 

Dokumen 

Jumlah 

Permohonan  

E-KTP yang 

telah 

1.150 

dok 

3.489 

dok 

303,39% Baik  



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Permohonan E-KTP dilayani 

Meningkatnya 

kuantitas/kualitas 

Pengadministrasian 

Dokumen 

Permohonan 

Pindah Penduduk 

Jumlah 

Permohonan 

Pindah 

Penduduk 

yang telah 

dilayani 

125 

dok 

174 dok 139,2% Baik  

Meningkatnya 

kuantitas/kualitas 

Pengadministrasian 

Dokumen 

Permohonan KK 

Jumlah 

Pengantar 

yang telah 

dibuat dan 

disetujui 

pimpinan 

500 

dok 

2.705 

dok 

541% Baik  

 

 
2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II 

tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Kasi Pelayanan Umum 

 Pengadministrasi Umum 
Seksi Pelayanan Umum 

 

 
 

 
 

KOMET AHMAD MUJI B.,S.Pd., M.Pd 
NIP. 19691219 200604 1 004 

  

 
 

 
 

SUHARDOKO 
NIP. 19660323 2010011002 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 

NO SASARAN  INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Terpenuhinya dokumen 

pencatatan Nama pengguna 

Blanko KK 

Jumlah berkas 5000 brks 

2 Terpenuhinya verifikasi 

pengajuan Penandatanganan KK 

secara elektronik 

Jumlah Surat 5000 srt 

3 Meningkatnya kualitas Input dan 

validasi data KK 

Jumlah berkas 5000 brks 

4 Meningkatnya kualitas proses 

Cetak KK 

Jumlah berkas 5000 brks 

5 Terpenuhinya dokumen 

Pengarsipan data Penduduk 

Jumlah berkas 5000 brks 

6 Terpenuhinya dokumen hasil 

Koordinasi berkaitan 

kependudukan 

Jumlah dokumen hasil 

koordinasi 

12 dok 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaia

n (%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terpenuhinya 

dokumen pencatatan 

Nama pengguna 

Blanko KK 

Jumlah 

berkas 
5000 brks 

2705 

berkas 
54,1% 

 



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaia

n (%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terpenuhinya 

verifikasi pengajuan 

Penandatanganan KK 

secara elektronik 

Jumlah 

Surat 
5000 srt 

2705 

berkas 
54,1% 

 

Meningkatnya kualitas 

Input dan validasi data 

KK 

Jumlah 

berkas 
5000 brks 

2705 

berkas 
54,1% 

 

Meningkatnya kualitas 

proses Cetak KK 

Jumlah 

berkas 
5000 brks 

2705 

berkas 
54,1% 

 

Terpenuhinya 

dokumen Pengarsipan 

data Penduduk 

Jumlah 

berkas 
5000 brks 

2705 

berkas 
54,1% 

 

Terpenuhinya 

dokumen hasil 

Koordinasi berkaitan 

kependudukan 

Jumlah 

dokumen 

hasil 

koordinasi 

12 dok 6 dok 50% 
 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II 

tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

 

  Lumajang, 30 Juni 2023 

Mengetahui, 
Atasan Langsung 

Kasi Yanmum 

  
Pengadministrasi Umum 

 

 
 

 
 

 
KOMET AHMAD MUJI B.,S.Pd.M.Pd 

NIP. 19691219 200604 1 004 

  
 

 
 

 
MOCHAMAD MASHUDI 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya kualitas 

Perekaman dan Input Data 

permohonan E-KTP 

Jumlah Dokumen yang 

bisa diinput 

750 dok 

2 Meningkatnya kualitas 

pencatatan Permohonan E-KTP 

Jumlah Dokumen yang 

dicatat 

4000 dok 

3 Meningkatnya kualitas 

pencatatan Permohonan Pindah 

Tempat 

Jumlah Dokumen 

Pindah Tempat 

400 dok 

4 Meningkatnya kualitas proses 

penyiapan Pengantar Surat 

Pindah 

Jumlah Surat 400 srt 

5 Meningkatnya kualitas 

Pengarsipan Surat Pindah 

Jumlah Dokumen Sp 400 dok 

6 Meningkatnya kualitas Input 

data Pindah Tempat 

Jumlah berkas 400 brks 

7 Terpenuhinya dokumen 

Pencetakan SKPWNI 

Jumlah berkas 400 brks 

8 Meningkatnya kualitas pelaporan 

PATEN 

Jumlah laporan PATEN 12 laporan  

9 Meningkatnya kualitas pelaporan 

SKM Pelayanan 

Jumlah laporan SKM 

Pelayanan 

4 laporan 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah : 

  



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaia

n (%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya kualitas 

Perekaman dan Input 

Data permohonan E-

KTP 

Jumlah 

Dokumen yang 

bisa diinput 

750 dok 3.489 dok 465,2% 
 

Meningkatnya kualitas 

pencatatan 

Permohonan E-KTP 

Jumlah 

Dokumen yang 

dicatat 

4000 

dok 
3.489 dok 87,22% 

 

Meningkatnya kualitas 

pencatatan 

Permohonan Pindah 

Tempat 

Jumlah 

Dokumen 

Pindah Tempat 

400 dok 174 dok 43,5% 
 

Meningkatnya kualitas 

proses penyiapan 

Pengantar Surat 

Pindah 

Jumlah Surat 400 srt 174 surat 43,5% 
 

Meningkatnya kualitas 

Pengarsipan Surat 

Pindah 

Jumlah 

Dokumen Sp 
400 dok 174 dok 43,5% 

 

Meningkatnya kualitas 

Input data Pindah 

Tempat 

Jumlah berkas 
400 

brks 
174 dok 43,5% 

 

Terpenuhinya 

dokumen Pencetakan 

SKPWNI 

Jumlah berkas 
400 

brks 
174 berkas 43,5% 

 

Meningkatnya kualitas 

pelaporan PATEN 

Jumlah 

laporan PATEN 

12 

laporan  
6 laporan 50% 

 

Meningkatnya kualitas 

pelaporan SKM 

Pelayanan 

Jumlah 

laporan SKM 

Pelayanan 

4 

laporan 
- - 

Diambilali

h Bagian 

Organisasi 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 menetapkan indikator 

kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan 

Kinerja Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

 

  Lumajang, 30 Juni 2023 

Mengetahui, 
Atasan Langsung 

Kasi Yanmum 

  
Pengadministrasi Umum 

 

 
 

 
 

KOMET AHMAD MUJI B.,S.Pd., M.Pd 
NIP. 19691219 200604 1 004 

  
 

 
 

ANGGARA WIDI PERMANA 
NIP. - 

 

 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum dengan Kasi Pelayanan Umum adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Tercatatnya Permohonan 

Santunan kematian yang 

dilayani 

Jumlah Permohonan 

Santunan kematian 

yang dilayani 

600 

dokumen 

2 Tercatatnya Permohonan 

Santunan kematian yang 

diajukan ke Dinas Sosial 

Jumlah Jumlah 

Permohonan Santunan 

kematian yang diajukan 

600 

dokumen 

3 Tercatatnya Permohonan 

Santunan Kematian yang 

dicairkan 

Jumlah Permohonan 

Santunan Kematian 

yang dicairkan 

600 

dokumen 

4 Tercatatnya Pencairan Santunan 

Kematian yang didistribusikan 

Jumlah Pencairan 

Santunan Kematian 

yang didistribusikan 

600 

dokumen 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Tercatatnya 

Permohonan 

Santunan 

Jumlah 

Permohonan 

Santunan 

600 

dokume

n 

500 dok 83,33%  



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

kematian yang 

dilayani 

kematian yang 

dilayani 

Tercatatnya 

Permohonan 

Santunan 

kematian yang 

diajukan ke Dinas 

Sosial 

Jumlah Jumlah 

Permohonan 

Santunan 

kematian yang 

diajukan 

600 

dokume

n 

500 dok 83,33%  

Tercatatnya 

Permohonan 

Santunan 

Kematian yang 

dicairkan 

Jumlah 

Permohonan 

Santunan 

Kematian yang 

dicairkan 

600 

dokume

n 
-  

Pencai

ran 

dilaks

anaka

n 

melal

ui PT. 

POS 

Tercatatnya 

Pencairan 

Santunan 

Kematian yang 

didistribusikan 

Jumlah 

Pencairan 

Santunan 

Kematian yang 

didistribusikan 

600 

dokume

n 
-  

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II 

tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

 

  Lumajang, 30 Juni 2023 

Mengetahui, 
Atasan Langsung 

Kasi Yanmum 

  
Pengadministrasi Umum 

 

 
 

 
 

KOMET AHMAD MUJI B.,S.Pd., M.Pd 
NIP. 19691219 200604 1 004 

  
 

 
 

SUSANTI NUR PRASINTA 
NIP. - 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Bendahara 

dengan Kasubag Keuangan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Bendahara Kecamatan Pasirian 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya kualitas 

pengajuan SPP kepada 

pengguna anggaran 

Jumlah Dokumen  SPP 175 dok 

2 Meningkatnya kualitas 

pengajuan penerbitan SP2D  

atas SPM yang telah diterbitkan 

pengguna anggran 

Jumlah Dokumen SP2D 

atas SPM 

175 dok 

3 Meningkatnya kualitas 

pertanggunjawaban secara 

administratif  penggunaan 

anggaran kepada Kepala SKPD 

Jumlah Dokumen 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

204 lap 

4 Meningkatnya kualitas 

pertanggunjawaban secara 

fungsional  penggunaan 

anggaran kepada Kepala SKPD; 

Jumlah Dokumen 

pertanggungjawaban 

12 lap 

5 Meningkatnya kualitas verifikasi 

, evaluasi dan analisa atas 

laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran 

Jumlah lap. hasil 

verifikasi 

12 lap 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Bendahara Kecamatan Pasirian adalah : 

  



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Bendahara Kecamatan Pasirian 

Tribulan II Tahun 2023 

 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Ket 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

kualitas pengajuan 

SPP kepada 

pengguna anggaran 

Jumlah 

Dokumen  SPP 

175 

dok 
148 dok 84,57% Baik 

Meningkatnya 

kualitas pengajuan 

penerbitan SP2D  

atas SPM yang telah 

diterbitkan 

pengguna anggran 

Jumlah 

Dokumen SP2D 

atas SPM 

175 

dok 
146 dok 83,43% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

pertanggunjawaban 

secara administratif  

penggunaan 

anggaran kepada 

Kepala SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Laporan 

Pertanggungjaw

aban 

204 

lap 
102 lap 50% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

pertanggunjawaban 

secara fungsional  

penggunaan 

anggaran kepada 

Kepala SKPD; 

Jumlah 

Dokumen 

pertanggungjaw

aban 

12 dok 6 dok 50% Baik 

Meningkatnya 

kualitas verifikasi , 

evaluasi dan analisa 

atas laporan 

pertanggungjawaban 

pengeluaran 

Jumlah lap. 

hasil verifikasi 
12 lap 6 lap 50% Baik 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II 

tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan langsung 
Kasubag Keuangan 

 Pengadministrasi Umum/ 
Bendahara 

 

 
 

 
DWI RESTU CAHYANINGSIH, AMK 

NIP. '19860518 200903 2 005 

  

 
 

 
SUSIANI 

NIP. 19830825 201406 2 003 
 

 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum Keuangan dengan Kasubag Keuangan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Keuangan 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Terpenuhinya dokumen 

administrasi Data Akutansi 

Jumlah dokumen yang 

dicatat 

175 dok 

2 Terpenuhinya dokumen 

administrasi SPPD bulanan 

Jumlah dokumen yang 

dicatat 

175 dok 

3 Terpenuhinya dokumen 

administrasi SPj bulanan 

Jumlah dokumen yang 

dicatat 

450 dok 

4 Meningkatnya kualitas 

pengoperasian Aplikasi SIPD 

Jumlah dokumen yang 

diinput 

450 dok 

5 Meningkatnya kualitas 

pengoperasian Aplikasi SIRUP 

LKPP 

Jumlah dokumen yang 

diinput 

40 dok 

6 Meningkatnya kualitas/kuantitas  

palaksanakaan rekonsiliasi 

akutansi bulanan 

Jumlah Rekonsilisi 

dilakukan 

12 bl 

7 Meningkatnya kualitas dokumen 

palaksanakaan Laporan 

Keuangan bulanan 

Jumlah dok. Laporan 12 bl 

8 Meningkatnya kualitas dokumen 

laporan keuangan akhir tahun 

Jumlah dokumen 

laporan akhir tahun 

1 dok 

9 Meningkatnya kualitas dokumen 

Perencanaan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2023 

Jumlah Dokumen 

perencanaan 

2 dok 

10 Meningkatnya kualitas dokumen 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

daerah 

Jumlah dokumen 

evaluasi kinerja 

4 dok 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum keuangan adalah : 



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Keuangan  

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terpenuhinya 

dokumen 

administrasi Data 

Akutansi 

Jumlah 

dokumen 

yang dicatat 

175 

dok 

48 dok 27,43% Baik 

Terpenuhinya 

dokumen 

administrasi SPPD 

bulanan 

Jumlah 

dokumen 

yang dicatat 

175 

dok 

146 dok 83,43% Baik 

Terpenuhinya 

dokumen 

administrasi SPj 

bulanan 

Jumlah 

dokumen 

yang dicatat 

450 

dok 

225 dok 50% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

pengoperasian 

Aplikasi SIPD 

Jumlah 

dokumen 

yang diinput 

450 

dok 

225 dok 50% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

pengoperasian 

Aplikasi SIRUP 

LKPP 

Jumlah 

dokumen 

yang diinput 

40 dok 110 dok 275% Baik 

Meningkatnya 

kualitas/kuantitas  

palaksanakaan 

rekonsiliasi 

akutansi bulanan 

Jumlah 

Rekonsilisi 

dilakukan 

12 bl 6 bulan 50% Baik 

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

palaksanakaan 

Laporan 

Keuangan 

bulanan 

Jumlah dok. 

Laporan 

12 bl 6 bulan 50% Baik 

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

laporan keuangan 

akhir tahun 

Jumlah 

dokumen 

laporan 

akhir tahun 

1 dok 1 dok 100% Baik 

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

Perencanaan 

Rencana Kerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah 

Dokumen 

perencanaan 

2 dok 2 dok 100% Baik 



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Tahun 2023 

Meningkatnya 

kualitas dokumen 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat daerah 

Jumlah 

dokumen 

evaluasi 

kinerja 

4 dok 2 dok 50% Baik 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II 

tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 
Atasan langsung 

Kasubag Keuangan 

 Pengadministrasi Umum 

 
 
 

 
 

DWI RESTU CAHYANINGSIH, AMK 
NIP. '19860518 200903 2 005 

  
 

 
 

ISMI ULFA FAIZAH 
NIP. - 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara 

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimanatelah diubah kedua kalinya dengan Undang-UndangNomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 

Nomor 4674); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan 

Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang 

Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

InstansiPemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

KabupatenLumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

LembaranDaerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum Persuratan dengan Kasubag Umum dan 

Kepegawaian adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Persuratan 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya kualitas  

penerimaan dan pencatatan 

Hasil Kegiatan Kasi 

Pemerintahan 

Jumlah Dokumen Yang 

diterima dan dilaporkan 

12 dok 

2 Meningkatnya kualitas  

penerimaan dan pencatatan 

Hasil Kegiatan Kasi 

Pemerintahan PMD 

Jumlah Dokumen Yang 

diterima dan dilaporkan 

12 dok 

3 Meningkatnya kualitas  

penerimaan dan pencatatan 

Hasil Kegiatan Kasi Yanmum 

Jumlah Dokumen Yang 

diterima dan dilaporkan 

12 dok 

4 Meningkatnya kualitas  

Pengelolaan Surat Menyurat 

Jumlah Surat Yang 

dikelola 

1800 dok 

5 Meningkatnya kualitas  

penerimaan dan pencatatan 

Hasil Kegiatan PPID 

Jumlah Dokumen Yang 

diterima dan dilaporkan 

24 dok 

6 Tersedianya perangkat 

pelaksanaan apel pagi dan apel 

hari-hari besar nasional 

Jumlah kegiatan yang 

harus disiapkan 

54 

kegiatan 

7 Tersedianya perangkat 

pelaksanaan rapat-rapat 

Jumlah kegiatan yang 

harus disiapkan 

24 

kegiatan 

8 Tercatatnya Surat Keputusan 

Camat 

Jumlah dokumen yang 

harus dikelola  

36 dok 

9 Terlaksananya tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh atasan 

langsung 

Jumlah kegiatan yang 

harus dilaksanakan 

24 

kegiatan 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Persuratan adalah : 



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Persuratan 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

kualitas  

penerimaan 

dan 

pencatatan 

Hasil Kegiatan 

Kasi 

Pemerintahan 

Jumlah 

Dokumen 

Yang diterima 

dan 

dilaporkan 

12 dok 6 dok 50% Baik  

Meningkatnya 

kualitas  

penerimaan 

dan 

pencatatan 

Hasil Kegiatan 

Kasi 

Pemerintahan 

PMD 

Jumlah 

Dokumen 

Yang diterima 

dan 

dilaporkan 

12 dok 6 dok 50% Baik  

Meningkatnya 

kualitas  

penerimaan 

dan 

pencatatan 

Hasil Kegiatan 

Kasi Yanmum 

Jumlah 

Dokumen 

Yang diterima 

dan 

dilaporkan 

12 dok 6 dok 50% Baik  

Meningkatnya 

kualitas  

Pengelolaan 

Surat 

Menyurat 

Jumlah Surat 

Yang dikelola 

1800 

dok 

969 dok 53,83% Baik  

Meningkatnya 

kualitas  

penerimaan 

dan 

pencatatan 

Hasil Kegiatan 

PPID 

Jumlah 

Dokumen 

Yang diterima 

dan 

dilaporkan 

24 dok 24 dok 100% Baik  

Tersedianya 

perangkat 

pelaksanaan 

apel pagi dan 

Jumlah 

kegiatan yang 

harus 

disiapkan 

54 

kegiatan 

27 

kegiatan 

50% Baik  



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

apel hari-hari 

besar nasional 

Tersedianya 

perangkat 

pelaksanaan 

rapat-rapat 

Jumlah 

kegiatan yang 

harus 

disiapkan 

24 

kegiatan 

12 

kegiatan 

50% Baik  

Tercatatnya 

Surat 

Keputusan 

Camat 

Jumlah 

dokumen 

yang harus 

dikelola  

36 dok 32 dok 88,88% Baik  

Terlaksananya 

tugas-tugas 

lain yang 

diberikan oleh 

atasan 

langsung 

Jumlah 

kegiatan yang 

harus 

dilaksanakan 

24 

kegiatan 

12 

kegiatan 

50% Baik  

 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. 

Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan 

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan II Tribulan II 

tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 

Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja 

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tribulan II tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Kasubag Umum Dan 

Kepegawaian 

 Pengadministrasi Umum 
Bagian Umum dan Kepegawaian 

 
 

 
 
 

AMIRUDDIN 
NIP. 19670318 199403 1 007 

  

 
 
 

DJODIT NURTJAHJUDI 
NIP. 19650618 201001 1 001 

 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum  

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya kualitas 

Pengagendaan Surat Masuk 

Jumlah Surat Masuk 

Yang diagenda 

2000 Srt 

2 Meningkatnya kualitas 

Pendistribusian surat sesuai 

disposisi 

Jumlah Surat yang 

didistribusikan 

500 srt 

3 Meningkatnya kualitas 

pengetikan Surat tindak lanjut 

hasil disposisi 

Jumlah Surat yang 

dicetak 

300 srt 

4 Meningkatnya kualitas 

pengagendaan surat keluar 

Jumlah surat keluar 500 srt 

5 Meningkatnya kualitas 

pendistribusian Surat keluar  ke 

Tujuan Surat 

Jumlah Surat yang 

didistribusikan 

5000 srt 

6 Meningkatnya kualitas 

pengoperasian Simak 

Jumlah kegiatan yang 

dilakukan 

235 hr 

 

 
2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian adalah : 

  



Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum  

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

kualitas 

Pengagendaan 

Surat Masuk 

Jumlah Surat 

Masuk Yang 

diagenda 

2000 

Srt 

574 

surat 

28,7% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

Pendistribusian 

surat sesuai 

disposisi 

Jumlah Surat 

yang 

didistribusikan 

500 

srt 

574 

surat 

114,8% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

pengetikan 

Surat tindak 

lanjut hasil 

disposisi 

Jumlah Surat 

yang dicetak 

300 

srt 

574 

surat 

14,8% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

pengagendaan 

surat keluar 

Jumlah surat 

keluar 

500 

srt 

 396 

surat 

79,2% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

pendistribusian 

Surat keluar  

ke Tujuan 

Surat 

Jumlah Surat 

yang 

didistribusikan 

500 

srt 

 396 

surat 

79,2% Baik 

Meningkatnya 

kualitas 

pengoperasian 

Simak 

Jumlah 

kegiatan yang 

dilakukan 

235 hr 118 hari 50% Baik 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II 

tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Kasubag Umum Dan Kepegawaian 

 Pengadministrasi Umum 
 

 
 

 
 

AMIRUDDIN 

NIP. 19670318 199403 1 007 

  
 

 
 

RIRIS NURJAYANTI 

NIP. - 
 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara 

Pengadministrasi Umum Barang dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Pengadministrasi Umum Barang 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Terpenuhinya dokumen 

pencatatan/menginfentaris 

Barang Daerah 

Jumlah Buku 

Reg.Barang dan Aset 

10 bk 

2 Terpenuhinya dokumen 

pencatatan dan Menerima Hasil 

Pengadaan Barang 

Jumlah Barang yang 

disediakan 

38 brg 

3 Meningkatnya kualitas 

Pengidentifikasian Barang hasil 

pengadaan 

Jumlah Barang yang 

diidentifikasi 

38 brg 

4 Terpenuhinya dokumen 

pembuatan Surat Penunjukan 

Pemakai Barang 

Jumlah Surat 

Penunjukan 

38 srt 

5 Terpenuhinya dokumen 

pencatatan Hasil Pemeliharaan 

Jumlah Barang yang 

dipelihara 

14 unit 

6 Terpenuhinya dokumen 

penyusunan Daftar Kebutuhan 

Barang 

Jumlah Dok. Daftar 

Kebutuhan Barang 

1 dok 

7 Terpenuhinya dokumen 

penyusunan Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang 

Jumlah Dok. Daftar  

Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang 

1 dok 

8 Terpenuhinya dokumen 

pencatatan Keluar masuknya 

Barang Pakai Habis/ATK (Stok of 

Name) 

Jumlah buku Stok 

Opname 

1 bk 



NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

9 Meningkatnya kualitas 

pencatatan hasil Rekonsiliasi Aset 

Jumlah dokumen 

Rekonsiliasi 

2 dok 

10 Terpenuhinya dokumen 

pencatatan dan Melaporkan 

Penghapusan Barang 

Jumlah Laporan 

Penghapusan 

2 lap 

11 Terpenuhinya dokumen 

pencatatan Hasil Penyusutan 

Jumlah dokumen 

Penyusutan 

1 dok 

12 Meningkatnya Mobilisasi Kegiatan 

Kecamatan 

Jumlah kegiatan 

Mobilisasi 

150 keg 

 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Pengadministrasi Umum Barang adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Pengadministrasi Umum Barang 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 

Ketera

ngan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terpenuhinya 

dokumen 

pencatatan/menginfen

taris Barang Daerah 

Jumlah Buku 

Reg.Barang dan 

Aset 

10 bk 10 bk 100%  

Terpenuhinya 

dokumen pencatatan 

dan Menerima Hasil 

Pengadaan Barang 

Jumlah Barang 

yang disediakan 

38 brg - - Tidak 

ada 

pengad

aan 

Meningkatnya kualitas 

Pengidentifikasian 

Barang hasil 

pengadaan 

Jumlah Barang 

yang 

diidentifikasi 

38 brg - - Tidak 

ada 

pengad

aan 

Terpenuhinya 

dokumen pembuatan 

Surat Penunjukan 

Pemakai Barang 

Jumlah Surat 

Penunjukan 

38 srt 60 surat 157,9%  

Terpenuhinya 

dokumen pencatatan 

Hasil Pemeliharaan 

Jumlah Barang 

yang dipelihara 

14 

unit 

9 unit 64,29%  



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 

Ketera

ngan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Terpenuhinya 

dokumen penyusunan 

Daftar Kebutuhan 

Barang 

Jumlah Dok. 

Daftar 

Kebutuhan 

Barang 

1 dok 1 dok 100%  

Terpenuhinya 

dokumen penyusunan 

Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang 

Jumlah Dok. 

Daftar  

Kebutuhan 

Pemeliharaan 

Barang 

1 dok 1 dok 100%  

Terpenuhinya 

dokumen pencatatan 

Keluar masuknya 

Barang Pakai 

Habis/ATK (Stok of 

Name) 

Jumlah buku 

Stok Opname 

1 bk 1 bk/3 

bulan 

25%  

Meningkatnya kualitas 

pencatatan hasil 

Rekonsiliasi Aset 

Jumlah 

dokumen 

Rekonsiliasi 

2 dok 1 dok 50%  

Terpenuhinya 

dokumen pencatatan 

dan Melaporkan 

Penghapusan Barang 

Jumlah Laporan 

Penghapusan 

2 lap - - Belum 

ada 

pengaj

uan 

pengha

pusan 

Terpenuhinya 

dokumen pencatatan 

Hasil Penyusutan 

Jumlah 

dokumen 

Penyusutan 

1 dok - - Akhir 

tahun 

Meningkatnya 

Mobilisasi Kegiatan 

Kecamatan 

Jumlah kegiatan 

Mobilisasi 

150 

keg 

75 keg 50%  

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II 

tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Kasubag Umum Dan 

Kepegawaian 

 Pengadministrasi Umum 
Bagian Persuratan 

 

 
 
 

AMIRUDDIN 
NIP. 19670318 199403 1 007 

  
 
 

 
YUNAIDI ZAINUL ABDILLAH 

NIP. - 

 

 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam penyusunan 

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten 

Lumajang Tribulan II tahun 2023 sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang–Undang nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4393); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4674);  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. 

  



BAB II 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

2.1. Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Petugas 

Kebersihan dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja 

Petugas Kebersihan 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya kualitas 

pelaksanaan Kebersihan Kantor 

Jumlah kegiatan 365 hr 

2 Meningkatnya kualitas Jaga 

Malam Keamanan Kantor 

Jumlah kegiatan 365 hr 

3 Meningkatnya kualitas Penataan 

Sarpras Rapat dll 

Jumlah kegiatan yang  

dilayani 

48 keg 

 

2.2. Capaian Kinerja 

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2023, capaian kinerja 

Petugas Kebersihan adalah : 

Tabel 2.2 

Capaian Kinerja Petugas Kebersihan 

Tribulan II Tahun 2023 

Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

kualitas 

pelaksanaan 

Kebersihan 

Kantor 

Jumlah 

kegiatan 

365 hr 180 hari 50% Baik 

Meningkatnya 

kualitas Jaga 

Malam 

Keamanan 

Kantor 

Jumlah 

kegiatan 

365 hr 180 hari 50% Baik 



Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Target Realisasi 

Capaian 

(%) 
Keterangan 

1 2 3 4 5=4/3 6 

Meningkatnya 

kualitas 

Penataan 

Sarpras Rapat 

dll 

Jumlah Keg. 

yang  dilayani 

48 keg 24 keg 50% Baik 

 

2.3. Tanggapan Atasan Langsung 

Format Disposisi, sebagai berikut : 

 : Laporan kurang baik 

V : Laporan sudah baik 

 : Laporan diperbaiki 

 : Target dan realisasi diteliti ulang 

 : Capaian diteliti ulang 

 : Lain-lain 

 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang 

Tribulan II tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas 

penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023. Pembuatan LKj ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tribulan II tahun 2023 

ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi 

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagalan. Dalam Tribulan II tahun 2023 Kecamatan 

Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai dengan 

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tribulan II 

tahun 2023 yang ingin dicapai dengan baik. 

 

Mengetahui,  Lumajang, 30 Juni 2023 

Atasan Langsung 
Kasubag Umum Dan 

Kepegawaian 

  
Petugas Kebersihan 

 

 
 
 

AMIRUDDIN 
NIP. 19670318 199403 1 007 

  

 
 
 

RAHMAD HIDAYAT 
NIP. - 
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